
 

 
BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 12  TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 67 TAHUN 2023 

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai 

pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 

Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang    Nomor    13    Tahun    1950    tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

SALINAN 



 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

170); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 67 TAHUN 2023 

TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KEBUMEN. 

 

Pasal I  

 

Ketentuan Pasal 19  ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen 

Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2023 Nomor 67) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

 

(1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan 

memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 

kewajaran, dan akuntabel. 

 

 



 

 

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD selaku Pelaksana SPD wajib 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi 

tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas 

dilaksanakan dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas. 

(3) Pimpinan dan Anggota DPRD selaku Pelaksana SPD wajib 

mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling 

lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. 

(4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sekurang-kurangnya melampirkan: 

a. Surat Tugas yang sah;  

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat 

pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat 

tujuan perjalanan dinas;  

c. Rincian dan bukti pembayaran biaya perjalanan dinas Lumpsum 

untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan 

Peraturan Bupati tentang standar harga satuan, yang dibayarkan oleh 

Bendahara Pengeluaran kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; 

d. Pakta lntegritas bermaterai yang merupakan pernyataan tentang 

komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjaIanan 

dinas sesuai Surat Tugas;  

e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani Pelaksana 

SPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan yang dilengkapi 

dengan informasi posisi geografis (geo-tagging) untuk setiap hari 

pelaksanaan perjalanan dinas; 

f. bukti riil biaya transportasi (tiket pesawat, boarding pass, airport tax, 

tol, parkir, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi 

lainnya); dan 

g. bukti riil pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya. 

(5) Bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibebankan 

pada Pimpinan dan Anggota DPRD selaku pelaksana SPD.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

 

 

 Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 26 Februari 2024 

              

BUPATI KEBUMEN, 

 

         ttd. 

 

ARIF SUGIYANTO 

 

Diundangkan di Kebumen 

pada tanggal 26 Februari 2024 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

 

ttd. 

 

EDI RIANTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR  12 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH  KABUPATEN KEBUMEN, 

 
                                                        ttd. 

 
AKHMAD HARUN, S.H. 

Pembina Tk. I 
NIP 19690809 199803 1 006 
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